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Penelitian ini menganalisis perihal media sosial digunakan sebagai sarana
kampanye oleh partai politik, khususnya PDI-P di Kabupaten Tulungagung.
Media sosial menjadi platform strategis yang memungkinkan partai politik
menjangkau pemilih secara lebih efektif, serta mempengaruhi opini publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana kampanye
poitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui
media sosial? 2) Bagaimana permasalahan kampanye politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum? 3)
Bagaimana kampanye poitik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
Tulungagung melalui media sosial Dalam Perspektif Figh Siyasah?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis
empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang
terjadi dalam lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kampanye poitik Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial
strateginya meliputi pembuatan konten menarik, seperti video dan infografis, guna
menarik perhatian pemilih muda. Media sosial juga memungkinkan interaksi
langsung dengan masyarakat, serta promosi acara partai dan program sosial.
Dengan analisis data engagement, PDI-P bisa mengevaluasi efektivitas konten dan
menyesuaikan strategi. 2) Permasalahan yang muncul pada kampanye politik
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media
sosial adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan penggunaan akun-akun anonim
atau bot yang sulit dipantau. Dampak yang terjadi akibat adanya permasalahan
kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten
Tulungagung melalui media sosial yaitu menurunnya kualitas pemilu yang adil
dan bersih serta banyaknya masyarakat terhasut dan banyaknya adu domba antar
perseorangan ataupun masyarakat. Hal tersebut melanggar Pasal 280 ayat (1)
bahwasannya pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilihan Umum dilarang
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat. Maka, hal tersebut dapat melanggar asas kebenaran dan keadilan. 3)
Media sosial telah menjadi alat penting dalam kampanye politik modern, termasuk
bagi PDI-P di Kabupaten Tulungagung. Dalam perspektif Figh Siyasah, media
sosial memungkinkan penyampaian pesan yang luas dan interaktif, memperkuat
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hubungan antara partai dan masyarakat. Prinsip keadilan, transparansi, dan
partisipasi ditekankan dalam penggunaan media sosial untuk kampanye, sesuai
dengan pandangan Figh Siyasah. Kampanye harus dilakukan dengan informasi
yang benar dan menghindari propaganda menyesatkan. Ayat QS Al-Hujurat Ayat
6 mengingatkan pentingnya verifikasi informasi, sejalan dengan etika politik
dalam Figh Siyasah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.
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ABSTRACT

The research entitled "Political Campaign of the Indonesian Democratic
Party of Struggle (PDI-P) in Tulungagung Regency Through Social Media in the
Perspective of Law Number 7 of 2023 Concerning General Elections™ written by
Jihan Fauzi Irfan, NIM. 126103202136, Constitutional Law Study Program,
Faculty of Sharia and Islamic Law, UIN SATU Tulungagung, supervised by
Yusron Munawir, S.H.1., M.H.
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This study analyzes the use of social media as a means of campaigning by
political parties, especially the PDI-P in Tulungagung Regency. Social media is a
strategic platform that allows political parties to reach voters more effectively and
influence public opinion.

The formulation of the problem in this study, namely: 1) How is the
political campaign of the Indonesian Democratic Party of Struggle in
Tulungagung Regency through social media? 2) How is the political campaign
problem of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Tulungagung Regency
through social media in the perspective of Law Number 7 of 2023 concerning
General Elections? 3) How is the political campaign of the Indonesian Democratic
Party of Struggle in Tulungagung Regency through social media in the
perspective of Figh Siyasah?

The research approach used is empirical legal qualitative research, which is
a type of sociological legal research and can also be called field research, namely
examining applicable legal provisions and what happens in the field.

The results of this study indicate that: 1) The political campaign of the
Indonesian Democratic Party of Struggle in Tulungagung Regency through social
media, its strategy includes creating interesting content, such as videos and
infographics, to attract the attention of young voters. Social media also allows
direct interaction with the community, as well as promotion of party events and
social programs. With engagement data analysis, PDI-P can evaluate the
effectiveness of content and adjust strategies. 2) The problems that arose in the
political campaign of the Indonesian Democratic Party of Struggle in
Tulungagung Regency through social media were violations of the rules for using
anonymous accounts or bots that were difficult to monitor. The impacts that
occurred due to the problems of the political campaign of the Indonesian
Democratic Party of Struggle in Tulungagung Regency through social media were
the decline in the quality of fair and clean elections and the large number of
people being incited and the large number of incitements between individuals or
the community. This violates Article 280 paragraph (1) which states that the
implementers, participants, and campaign teams of the General Election are
prohibited from carrying out activities that endanger the integrity of the Unitary
State of the Republic of Indonesia and incite and incite individuals or the
community. Therefore, this can violate the principles of truth and justice. 3) Social
media has become an important tool in modern political campaigns, including for
the PDI-P in Tulungagung Regency. From the perspective of Figh Siyasah, social
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media allows for the delivery of broad and interactive messages, strengthening the
relationship between parties and the community. The principles of justice,
transparency, and participation are emphasized in the use of social media for
campaigns, in accordance with the views of Figh Siyasah. Campaigns must be
carried out with correct information and avoid misleading propaganda. Verse QS
Al-Hujurat Verse 6 reminds us of the importance of verifying information, in line
with political ethics in Figh Siyasah to realize public welfare.
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